
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHANUMUM KABUPATENREMBANG

NQMQR. .8 TAH:UN 2Q2.5 TENTANQ PEMBENT:UKAN
BADANKOORDINASI KEHUMASAN

ROMISI PEMILTHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENREMBANG,

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi

koordinasi Kehumasan antara Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rembang dengan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaterr/Kota

>~.~}:Jqinstansi/Iembaga Pemerintah Daerah 4;:mIqt.<?-:tJ.
pemangku kepentingan lainnya yang membidangi

Kehumasari/Informasl Publik, serta untuk
melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

542/HM.03.5-Kptj06/KPU/VIIL/2021 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan

KQ>QnJjnq~j H:tJ.Q:tJJ).g@ M.q.~yqr.a.kqt di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaterr/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Rembang telah membentuk badan koordinasi

kehumasan yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi

jdih.kpu.go.id/jateng/rembang
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Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 

2025 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi 

Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Rembang; 

  b. bahwa untuk merespon adanya penggantian personil 

badan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 8 

Tahun 2025 tentang Pembentukan Badan Koordinasi 

Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Rembang;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan 

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Rembang; 

   

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

jdih.kpu.go.id/jateng/rembang



- 3 - 

 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); 

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

  5.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

  6.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

danTata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
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Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 531); 

  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan 

Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan 

Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 
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  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan 

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Rembang; 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :   KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG 

NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN 

KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN REMBANG. 

KESATU : Menetapkan perubahan susunan pengurus Badan 

Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU bertugas: 

1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi 

Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan 

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran 

informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait 

kepemiluan dan kelembagaan; 

2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama 

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan jajaran 

instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku 

kepentingan terkait di tingkat kabupaten/kota; 

3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; 

4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan 

data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan 

kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, 

dan akurat kepada publik; 
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KEEMPAT

5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil

pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik
kepemiluan; dan

6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan an dan

tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaterr/Kota dan kepada Komisi Pemilihan Umum

P!9vj_D§j ~nt~~~~!1].~g.j£!_1}g.j§~p~k~n .kepada Komisi

Pemilihan Umum.

Biaya berkenaan dengan diterbifkannya Keputusan 'ini

dibebankan pada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Bagian Anggaran (BA) 076 Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

RETIGA

Ditetapkan di Rerribang
pada tanggal12 Juni 2025

KETUAKOMISIPEMILIHANUMUM

KABUPATENREMBANG,

ttd.

M. IRA "IQBALFARMI
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILlHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

M. _KA IQBAL PAHMI
MASKt1rIN
MOH ..ZA&NAL ARlJJN
SAKDULAH
KHOIRUL UMAM

MOOS OBOE PRASOVIO SBT1AJI

A!lDRJ!:YAN HARSONO
BRLIN MBRDBKAWATI
DARMASTt1r1 ICtnJUMA HAPSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
....-,...,..:::::~--i e-;

,f~¥epa)1~'~,pbbagian Teknis Peny.elenggaraan
/l..f; ~'enlilli~~tisipasi dan Hubungan Masyarakat,'r:!E~' ,1.'<"\{

...s I\:l! \1
~ S~KRE~;:.~ 'jt; ;!\\~.*.- 1,-""

\' tl-. " "'" f
'~~4 " .' //'.\.I'J,' ' I; ~ /,
"~~';;; ,' __..~?.''"

Andreyan Harsono

EDT 8UPR1YAMTO
HA8A.NlfUDDIN
SUHARYONO
nTRI XURNIYATJ
.MUHAMJUd),IWSTOlPA
DEA8 KARXUB'I'IANTO
VJn'Y A8RIN
'OWl nmRIAMTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M.IKA IQBAL FAHMI
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